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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu program pembangunan nasional yang selalu mendapat perhatian 

adalah pembangunan di bidang ketenagakerjaan, hal ini sesuai dengan ketentuan 

dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Tetapi pada kenyataannya, apa yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2) UUD 

1945 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena hingga saat ini masih banyak 

warga Negara Indonesia yang belum mendapat pekerjaan yang layak. Hal ini 

disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar sebenarnya merupakan salah satu asset 

bangsa dan sumber yang berpotensi di bidang ketenagakerjaan, namun karena 

sebagian besar penduduk Indonesia belum mendapatkan pendidikan yang memadai 

maka hal ini berakibat rendahnya kualitas tenaga kerja. Penjabaran dari UUD 1945 

ini juga telah dituangkan ke dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan, yaitu 

Undang-undang No.13 Tahun 2003 yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak 

dasar pekerja, antara lain berupa :

Perlindungan atas hak pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha 

2. Perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja

1.

1
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3. Perlindungan khusus bagi pekeija/buruh perempuan, anak, dan penyandang

cacat.

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga keija.

5. Perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ).

Mengatasi masalah dalam bidang ketenagakerjaan dan agar program 

pembangunan ketenagakerjaan dapat tercapai, maka pemerintah telah mengambil 

berbagai langkah dan kebijaksanaan yang ditujukan untuk meningkatkan dan 

memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui latihan 

kerja serta mengembangkan Hubungan Industrial Pancasila.

Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan yang didasarkan pada kelima 

sila Pancasila yang menjadi falsafah bangsa Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan /perwakilan dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.1

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan bidang 

ketenagakerjaan, yaitu dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan 

di bidang ketenagakerjaan. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan yang terakhir dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah 

mengundangkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

tanggal 25 Maret 2003 yang selanjutnya disebut Undang-undang No.13 Tahun 2003.

Payaman Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial, Pustaka Sinar Harapan Jakarta,
2003, hlm. 12.

I
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Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan di 

bidang ketenagakerjaan yang ada dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan pasal 

191 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketentuan Peralihan, “Semua 

peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan 

Undang-undang ini”.

Pasal 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 memberikan perlindungan hukum 

bagi pekerja baik pada saat pekerja tersebut masih bekerja maupun setelah pekerja 

mengalami PHK. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat penting yaitu untuk 

memberikan jaminan hak-hak dasar pekerja dan menjamin terciptanya kesamaan 

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun sehingga 

kesejahteraan pekerja dan keluarganya dapat terwujud.

Kasus-kasus ketenagakerjaan yang timbul saat ini, umumnya masih 

didominasi oleh masalah pengupahan dan PHK. PHK adalah langkah yang paling 

dihindari oleh perusahaan manapun. Tetapi bila PHK terpaksa dilakukan, perusahaan 

tidak boleh melupakan kewajibannya untuk membayar pesangon sesuai hak karyawan. 

Tentu saja, PHK harus dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Masalahnya, perusahaan seringkah kesulitan
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menghitung jumlah kompensasi yang harus diberikan ke karyawan lantaran tidak 

mengetahui peraturannya.2

Pada saat masih bekerja, pekerja seringkah berpendapat bahwa pengusaha 

belum memberikan hak-hak pekerja secara penuh. Hal ini terlihat dari rendahnya 

Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterima pekerja sehingga pekerja mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar (primer) hidupnya setiap bulan. 

Sebaliknya, pengusaha berpendapat bahwa perusahaan tidak mampu membayar upah 

lebih tinggi lagi. Pemerintah kabupaten maupun kota dalam menetapkan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) tak hanya mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), 

tetapi juga ada komponen lain, seperti kemampuan perusahaan dan biaya hidup

setempat.

PHK dapat dilakukan karena persoalan kesalahan pekerja PHK sesuai diatur

dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 158 ayat (1) pengusaha dapat

memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh 

telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : huruf (a) melakukan penipuan, 

pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan.

Jika diantara pekerja dan pengusaha tidak terdapat kesepakatan maka akan 

timbul masalah ketenagakerjaan. Para pihak agar mengusahakan menyelesaikan 

masalah ketenagakerjaan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.

Tanpa
http://www.portalhr.com/maialah/edisisebeluinnva/komDensasi/lidlb62.html. Tanpa Tahun, Tanpa 
Halaman, <diakses pada tanggal 14 September 2009 pukul: 20.00 wib>

Nama, Hitunglah Pesangon Sesuai Peraturan

http://www
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Namun seringkali terdapat perbedaan persepsi antara pekerja dan pengusaha 

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan kerja yang akhirnya 

menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial mendefinisikan hubungan industrial sebagai perbedaan pendapat 

yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 

dengan pekeija/buruh atau serikat pekeija/serikat buruh karena adanya perselisihan 

mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan 

perselisihan antarserikat pekeija/serikat buruh dalam satu perusahaan, dimana

pelaksanaan berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 ditunda 1 (satu) tahun 

berdasarkan PERPU No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan mulai berlakunya 

Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003 tanggal 28 

Oktober tahun 2004, bahwa PHK atas dasar pasal 158 tersebut harus terlebih dahulu 

ada putusan yang Incracht oleh peradilan umum.

PHK yang dialami pekerja seringkali menimbulkan perselisihan PHK, 

Undang-undang No.2 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) merumuskan pengertian 

Perselisihan PHK sebagai perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian 

pendapat mengenai pengakhiran hubungan keija yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

Perselisihan PHK berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2004 dimungkinkan 

terjadi karena tidak ada kesepakatan antara pekeija dan pengusaha.
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Berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2004 setiap upaya PHK oleh 

pengusaha dapat dilakukan di luar pengadilan ( Pengadilan Hubungan Industrial ). 

Mekanisme ini tentunya lebih cepat dan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak 

karena penyelesaiannya berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ada 4 

(empat) bentuk penyelesaian, yaitu melalui:

1. Bipartit

Bipartit adalah perundingan antara pekeij a/buruh atau serikat pekeija/serikat 

buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

2. Mediasi

Berdasarkan Perma No. 02/2003, pada pasal 1 butir 6 menyebutkan bahwa

pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator.3

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekeija/serikat buruh hanya dalam 

satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih 

konsiliator yang netral.

4. Arbitrase

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No.30/1999 menyebutkan bahwa 

pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

3 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2006, hlm. 119
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peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.4

Jika upaya penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan tidak 

berhasil mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan 

melalui Pengadilan Hubungan Industrial dimana dalam proses beracara berlaku 

hukum acara perdata.

Masalah PHK hingga saat ini selalu menjadi yang paling sering mendapat sorotan 

dari masyarakat. Hal ini disebabkan dari banyaknya kasus PHK yang terjadi, terutama 

masalah pengusaha yang memberhentikan pekerja dengan tidak mengikuti prosedur 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, pekerja selalu dalam posisi yang lemah 

dan hukum ternyata belum dapat melindungi para pekerja secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menganggap penting untuk 

mengangkat permasalahan tentang sarana perlindungan hukun dan kepastian hukum 

bagi para pekerja dengan tujuan agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan dan 

kepastian hukun dari perlakuan sewenang-wenang disertai pemutusan hubungan kerja 

secara sepihak tanpa mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku serta 

tanpa memperhatikan kebutuhan pekerja. Oleh karena itu penulis menulis skripsi ini 

dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Diberhentikan Tidak 

Berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial”.

4 Ibid, hlm. 26
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B. Permasalahan

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa sebagian besar pengusaha dan pekerja tidak menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang No.2 Tahun

2004?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekeija yang diberhentikan 

tidak berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2004 ?

3. Apakah upaya damai antara pengusaha dengan buruh secara bipartit lebih

menyelesaikan masalah daripada melalui Peradilan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial (PPHI) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan alasan pengusaha dan pekerja tidak menyelesaikan 

permasalahan perselisihan hubungan industrial menurut Undang-undang No.

2 Tahun 2004.

2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja yang diberhentikan 

tidak berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

3. Untuk menjelaskan apakah upaya damai antara pengusaha dengan buruh 

secara bipartit lebih menyelesaikan masalah daripada melalui Peradilan 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu huku di bidang hukum 

ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

perlindungan hukum bagi pekeija yang diberhentikan tidak berdasarkan Undang- 

undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi ruang

lingkup pada perlindungan hukum bagi pekeija yang diberhentikan tidak berdasarkan

Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan 

yuridis digunakan untuk permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan
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sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang 

artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan- 

kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan mengenai 

hukum ketenagakeijaan, khususnya tentang perlindungan hukum bagi pekeija 

yang diberhentikan tidak berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2004 dengan 

tetap berlandaskan pada data sekunder dan didukung juga oleh data primer yang 

berkaitan dengan permasalahan yang hendak penulis bahas.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan

data primer.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini 

melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat 

memberikan informasi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam 

skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi 

kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

terdiri dari:
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1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum 

primer tersebut terdiri dari : Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakeijaan, Undang-undang No.2 Tahun 2004.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, 

buku-buku pedoman dan internet.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder,misalnya : kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data 

sekunder, maka penulis menggunakan metode :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan 

mengadakan kunjungan langsung ke lapangan dengan wawancara langsung 

menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten terhadap 

permasalahan yang dibahas.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data-data dari bahan-bahan pustaka 

yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap

cara
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buku-buku, majalah, dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan

untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses analisis data dilakukan

terhadap semua data yang tersedia baik dari data primer maupun data sekunder

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
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